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PENGAWASAN TERHADAP PENGGUNAAN DANA DESA 
 
A.  Dana Desa  
Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 memberikan  
definisi dana desa sebagai berikut:  
 “Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan   
Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan  
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,  pelaksanaan 
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan 
masyarakat”.  29 
 
Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa dana desa digunakan  untuk 
membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,  
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Namun, dana  desa 
diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan  masyarakat. 
Dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa dalam  APBDes 
sehingga dana desa merupakan bagian dari pengelolaan keuangan  desa. Dana 
desa digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan  berdasarkan hak asal 
usul dan kewenangan lokal berskala desa yang diatur dan  diurus oleh desa 
dengan prioritas tahun 2015 belanja pembangunan dan  pemberdayaan masyarakat 
desa.   
Keberadaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang  
kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014  
tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
                                                             






Negara, bertujuan untuk meningkatkan kemandirian desa melalui program dan 
kegiatan terkait pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.   Sesuai 
ketentuan pasal 72 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa, yang menyatakan bahwa pendapatan desa salah satunya  bersumber dari 
alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana  perimbangan yang diterima 
Kabupaten/Kota. Selanjutnya pasal yang sama ayat  (4) menyatakan bahwa 
alokasi dana desa paling sedikit 10% dari dana  perimbangan yang diterima 
Kabupaten/Kota dalam APBD setelah dikurangi dana  alokasi khusus. Dengan 
ketentuan tersebut diharapkan desa dapat berkembang secara lebih optimal dan 
mampu membangun wilayahnya sesuai kebutuhan  yang ada di wilayahnya 
masing-masing (Pahlevi, 2015).  
 Direktorat Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa telah  
mengeluarkan Permendes Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas  
Penggunaan Dana Desa Tahun 2017,  yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi  
desa dalam menentukan program dan prioritas pembangunan desa yang meliputi: 
a.  pembangunan, pengembangan, dan  pemeliharaan  infrasruktur atau  
sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk  ketahanan 
pangan dan permukiman; 
b. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan  prasarana 
kesehatan masyarakat;  
c.  pembangunan, pengembangan dan    pemeliharaan sarana dan 
prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;   
d. pengembangan usaha ekonomi masyarakat,  meliputi  pembangunan 
dan  pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; atau  
e. pembangunan  dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan 
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 Dalam Peraturan Menteri Desa tentang Prioritas Penggunaan Dana  Desa, 
tidak membatasi prakarsa lokal dalam merancang program/kegiatan pembangunan 
prioritas yang dituangkan kedalam dokumen RKPDesa dan  APBDesa, melainkan 
memberikan pandangan prioritas penggunaan Dana Desa, sehingga desa tetap 
memiliki ruang untuk berkreasi membuat program/kegiatan  desa sesuai dengan 
kewenangannya, analisa kebutuhan prioritas dan sumber daya yang dimilikinya. 
 
B. Fungsi pengawasan 
 Dalam kamus Bahasa Indonesia istilah “Pengawasan berasal dari kata 
awas yang artimya memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan 
cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan 
kenyataan yang sebenarmya dari apa yang di awasi”.31 
 Menurut seminar ICW  pertanggal 30 Agustus 1970 memdefinisikan 
bahwa bahwa : “Pengawasan adalah sebagai suatu kegiatan untuk memperoleh 
kepastian apakah suatu pelaksanaan pekerjaan / kegiatan itu dilaksanakan sesuai 
dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang telah di tetapkan”. Jika 
memperhatikan lebih jauh, yang menjadi pokok permasalahan dari pengawasan 
yang dimaksud adalah suatu rencana yang telah di gariskan terlebih dahulu 
apakah dilaksanakan sesuai dengan rencana semula dan apakah tujuannya sudah 
tercapai.  
 Sebagai bahan perbandingan diambil beberapa pendapat para serjana 
dibawah ini antara lain: 
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Menurut  Prayudi : “ Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan 
pekerjaan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselengarakan itu 
dengan apa yang dikehendaki, di rencanakan atau diperhatikan .“32 
Menurut Saeful Anwar : “ Pengawasan atau kontrol terhadap tindakan 
aparatur pemerintah diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah 
ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terukur dari penyimpangan-
penyimpangan”.33 
Selanjutnya menurut M. Manullang dinyatakan bahwa : “Pengawasan 
adalah suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang telah 
dilaksanakan dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya 
pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.”34 
Kemudian Sarwoto yang dikutif oleh Sujanto memberikan batasan bahwa : 
“ Pengawasan adalah kegiatan menejer yang mengusahakan pekerjaan-
pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau hasil 
yang di kehendaki”.35 
  
 Dari beberapa definisi yang dikemukakan diatas dapat ditarik kesimpulan 
bahwa : “ Pengawasan adalah merupakan proses kegiatan yang terus menerus 
dilaksanakan untuk mengetahui pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, 
kemudian diadakan penilaian serta mengoreksi apakah pelaksanaannya sesuai 
dengan semestinya atau tidak. Selain itu pengawasan adalah suatu penilaian yang 
merupakan suatu proses pengukuran dan pembandingan dari hasil-hasil pekerjaan 
yang nyata telah dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai. Dengan kata 
lain hasil pengawasan harus dapat menunjukan sampai dimana terdapat 
kecocokan atau ketidakcocokan serta mengevaluasi sebab-sebabnya”. 
 Berdasarkan bentuknya pengawasan dapat dibedakan sebagai berikut : 
pengawasan internal yaitu pengawasan yang di lakukan oleh suatu badan atau 
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organ yang secara organisator/structural termasuk dalam lingkungan 
pemerintahan itu sendiri. Misalnya pengawasan yang di lakukan penjabat atasan 
terhadap bawahannya sendiri ; dan pengawasan  eksternal dilakukan oleh organ 
atau lembaga-lembaga yang secara organisator/struktural berada di luar 
pemerintah dalam arti eksekutif. Misalnya pengawasan keungan dilakukan oleh 
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 
Penyelenggaran pengawasan dapat dilakukan berdasarkan jenis-jenis 
pengawasan yaitu:  pengawasan dari segi waktunya pengawasan dari segi 
sifatnya. Pengawasan di tinjau dari segi waktunya dibagi dalam 2(dua) kategori 
yaitu sebagai berikut: 
a. pengawasan a-priori atau pengawasan preventif yaitu pengawasn yang 
dilakuakan oleh aparatur pemerintah yang lebih tinggi terhadap keputusan 
keputusan dari aparatur aparatur yang lebih rendah. Pengawasan dilakukan 
sebelum dikeluarkannya suatu keputusan atau ketetapan administrasi 
Negara atau peraturan lainnya dengan cara pengesahan terhadap ketetapan 
atau peraturan tersebut. Apabila ketetapan atau peraturan tersebut belum di 
sah kan maka ketetapan atau peraturan tersebut belum mempunyai 
kekuatan hukum. 
b. Pengawasan a-pasteriori atau pengawasan represif yaitu pengawasan yang 
dilakukan oleh aparatur pemerintahan yang lebih tinggi terhadap 
keputusan aparatur pemerintah yang lebih rendah. Pengawasan dilakukan 
setelah dikeluarkannya keputusan atau ketetapan pemerintah atau sudah 




dapat berakibat pencabutan apabila ketetapan pemerintah tersebut 
bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi. 
Dalam keadaan yang mendesak tindakan dapat dilakukan dengan cara 
menangguhkan  ketetapan yang telah dikeluarkan sebelum dilakukan 
pencabutan. 
Pengawasan terhadap aparatur  pemerintah apabila dilihat dari segi sifat 
pengawasan itu, terhadap objek yang di awasi dapat dibedakan dalam dua kategori 
yaitu : pengawasan dari segi hukum (rechmatigheidstoetsing) misalnya 
pengawasan yang dilakukan oleh badan peradilan pada prinsipnya hanya 
menitikberatkan pada segi legalitas. Contoh hakim Pengadilan Tata Usaha Negara 
bertugas menilai sah setidaknya suatu ketetapan pemerintah. Selain itu tugas 
hakim adalah memberikan perlindungan ( law protection ) bagi rakyat dalam 
hubungan hukum yang ada diantara Negara dengan warga masyarakat. Dan 
pengawasan dari segi kemanfaatan yaitu pengawasan teknis administrative intern 
dalam lingkungan pemerintah sendiri (builtincontrol) selain bersifat legalitas juga 
lebih menitik beratkan pada segi penilaian kemanfaatan dari tibdakan yang 
bersangkutan. 
M. Manullang mengatakan bahwa tujuan utama diadakannya pengawasan 
adalah “mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan”. 36 
Sedangkan tujuan pengawasan menurut  Sukarno K adalah sebagai berikut : 
a. Untuk mengetahui apakah sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang 
digariskan; 
b. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu dilaksanakan sesuai dengan 
intruksi serta asas-asas yang telah di instruksikan; 
                                                             




c. Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan , kelemahan-kelemahan dalam 
bekerja; 
d. Untuk mengetahui segala sesuatu apakah berjalan dengan efesien; dan 
e. Untuk mencari jaln keluar, bila ternyata dijumpai kesulitan-kesulitan , 




Jadi pengawasan bukan lah hal yang mudah dilakukan, akan tetapi suatu 
pekerjaan yang memerlukan kecakapan, ketelitian, kepandaian, pengalaman, 
bahkan harus disertai wibawa yang tinggi , hal ini mengukur tingkat efektivitas 
kerja dari para aparatur pemerintah. 
 
C. Penyaluran Dana Desa   
 Penyaluran dana desa setiap tahunnya memiliki rincian setiap kabupaten  
berdasarkan jumlah alokasi yang dihitung melalui jumlah penduduk, angka  
kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa di setiap  
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 
60 Tahun 2014 pasal 2 ayat 3 hurup b dihitung dengan bobot pembagian sebagai 
berikut:   
1. 30% untuk penduduk desa   
2. 50% untuk angka kemiskinan desa   
3. 20% untuk luas wilayah desa.   
Penyaluran dana desa dilakukan melalui  pemindahbukuan dana desa dari  
Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD)  
dan pada akhirnya dipindahkan ke rekening kas desa (RKD) yang merupakan  
rekening tempat penyimpanan uang pemerintah desa yang menampung seluruh  
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penerimaan desa yang digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa  
sebagaimana dikemukakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014  
pasal 15 ayat (1) yang diterangkan secara jelas pada ayat selanjutnya bahwa 
dilakukan paling lambat minggu kedua bulan bersangkutan dari Rekening Kas  
Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah dan paling lambat tujuh hari dari 
Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa pada setiap tahap. Dengan  
tahap sebagai berikut :  
1. Tahap satu, pada bulan April sebesar 60%   
2. Tahap dua, pada bulan Agustus sebesar 40%.  
Hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah bersifat delegatif  
dan koordinatif. Pemerintah pusat mengatur, menetapkan, dan menyalurkan  Dana 
Desa melalui RKUD. Dalam hal daerah Kabupaten/Kota tidak menyalurkan  Dana 
Desa kepada Desa, maka pemerintah pusat juga berwenang memberikan  sanksi 
pemotongan Dana Perimbangan tahun berikutnya.  
Pemerintah menetapkan pagu Dana Desa di dalam jenis Belanja Transfer  
ke Daerah dan Desa, pada kelompok Belanja Negara dalam Undang-Undang  
tentang APBN atau Undang Undang tentang Perubahan APBN setiap tahun. 
Pemerintah menghitung dan menetapkan pagu Dana Desa untuk setiap  
Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Hasil perhitungan dan pembagian tersebut 
dijadikan lampiran tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden tentang Penjabaran 
APBN.   
Pemerintah kemudian menyalurkan Dana Desa secara bertahap,  setelah 




1. Perda tentang APBD Kabupaten/Kota  
2. Peraturan Bupati/Walikota tentang tata cara pembagian dan penetapan 
rincian Dana Desa setiap Desa  
3.  Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa 
tahap sebelumnya.  
   Berdasarkan data dari DJPK-Kementrian Keuangan, untuk tahun anggaran  
2016 rata-rata Dana Desa adalah sebesar Rp 644.000.000,00. Tentu saja ada  desa 
yang mendapatkan Dana Desa lebih besar atau lebih kecil sesuai dengan  jumlah 
penduduk, luas wilayah, jumlah penduduk miskin dan tingkat kesulitan  geografis 
desa. Meskipun demikian variasi jumlah yang diterima desa tidak akan  jauh 
berbeda karena 90% dari total Dana Desa nasional dibagi rata di tiap desa.  
 
D. Penggunaan Dana Desa   
Penggunaan dana desa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor  
49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan,  
Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa pada pasal 21 Peraturan Menteri  Keuangan 
Nomor 93 tahun 2015, dana desa digunakan untuk membiayai  penyelenggaraan 
pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan  kemasyarakatan.  
Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  diprioritaskan untuk membiayai 
pembangunan dan pemberdayaan.  
Penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)  dilaksanakan 
sesuai dengan Proritas penggunaan dana desa yang ditetapkan  oleh menteri desa 




pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh dana desa  berpedoman pada pedoman 
umum penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (4) dan 
pedoman teknis yang diterbitkan oleh  Bupati/Walikota.  Kepala Desa 
bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan Desa,  termasuk didalamnya adalah 
yang bersumber dari dana desa. Disamping dana desa yang bersumber dari 
APBN, terdapat 6 (enam) sumber pendapatan atau keuangan Desa lainnya, yaitu:   
1. Pendapatan Asli Desa (PADesa)  
2. Alokasi Dana Desa (ADD)  
3. Dana Bagi Hasil Pajak  
4. Retribusi Daerah (DBH-PRD) yang bersumber dari APBD, Bantuan 
keuangan pemerintah (pusat-daerah)  
5. Hibah Pihak Ketiga  
6. Pendapatan lain-lain yang Sah.   
Menurut Sutoro Eko,  Keuangan Desa termasuk didalamnya  Dana Desa 
dikelola oleh Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa  (TPTPKD), yaitu 
perangkat Desa yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa,  Kepala Urusan, 
dan Bendahara Desa, yang masing-masing memiliki  kewenangan, tugas dan 
tanggungjawab yang berbeda, sebagaimana diatur  dalam Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 113/2015 tentang Pengelolaan  Keuangan Desa. Hal ini 
dilakukan guna menjamin pengendalian keuangan Desa  tidak berada dalam “satu 
tangan”, tetapi berada dalam satu tim, dengan sistem  kelola yang diharapkan 




Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam  Peraturan 
Menteri Desa Nomor 21 tahun 2016 sebagai turunan Peraturan  Pemerintah 
Nomor 43 tahun 2014 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun  2014, hanya 
ada pada bidang pembangunan Desa dan bidang pemberdayaan  masyarakat. 
Regulasi ini hanya bersifat memberi arah, koridor dan pedoman bagi Desa.   
   Kegiatan lebih terperinci (berupa usulan kegiatan) menjadi kewenangan  
masyarakat Desa dalam mengambil keputusan melalui Musyawarah Desa  
(Musdes) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).  
Jadi prioritas usulan adalah berasal dari masyarakat Desa, dibahas dan diputuskan 
oleh masyarakat Desa sendiri, sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan 
kemampuan, potensi dan aset yang dimiliki Desa sendiri dan sumber keuangan 
Desa setiap tahun.  
Keputusan bukan dilakukan oleh Kepala Desa dan atau Perangkat Desa,  
karena Pemerintah Desa adalah pelaksana mandat masyarakat dari hasil  
musyawarah perencanaan pembangunan berupa RPJM Desa, dan RKP Desa  yang 
selanjutnya dituangkan dalam dokumen APB Desa sebagai dokumen  pelaksanaan 
anggaran di Desa.  
Kepala Desa tidak berhak menentukan skala prioritas dan tidak  
mengambil keputusan. Kepala Desa dan perangkat Desa berkewajiban 
menyampaikan informasi dan data-data terkait dengan sumber-sumber  
pendapatan atau keuangan Desa, arah dan kebijakan dari visi dan misi Kepala  
Desa, kegiatan dari pemerintah pusat-daerah dan informasi lain yang relevan 




Masyarakat yang hadir sebagai peserta dalam musyawarah perencanaan  
pembangunanlah yang membahas dan menyusun skala prioritas dan selanjutnya  
mengambil keputusan atas kegiatan yang dibiayai dari keuangan Desa, termasuk  
dari sumber dana desa, dari tahun ke tahun. Untuk itu hal terpenting adalah hasil  
Musdes dan Musrenbangdes harus disusun dalam berita acara dan  ditandatangani 
oleh seluruh peserta, sehingga jika di kemudian hari ditemukan terjadi 
penyimpangan, maka dapat dibuktikan apakah penyimpangan terjadi  akibat 
kesalahan perencanaan ataukah pelaksanaan oleh pemerintah Desa.  
Pelaksana kegiatan di Desa (yang dibiayai dari sumber dana manapun,  
termasuk Dana Desa) merupakan hal yang harus dibahas dan diputuskan  peserta 
dalam Musrenbangdes penyusunan RKP Desa. Prinsip pelaksana  kegiatan 
penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa,  pemberdayaan 
masyarakat Desa dan pembinaan kemasyarakatan dilakukan secara swakelola. 
Artinya dilakukan sendiri oleh masyarakat dibawah  tanggungjawab Kepala Desa 
dan dapat diketuai oleh Kaur (perangkat Desa)  bidang yang sesuai di Desa, atau 
diketuai oleh warga Desa yang dinilai memiliki  kemampuan dan diputuskan 
melalui Musrenbangdes.  
 
E. Pengawasan Dana Desa   
Pengawasan dana desa dilakukan dalam dalam konteks pengawasan 
penyelenggaraan pemerintahan desa, yang wajib berakuntabilitas adalah desa  
sebagai sebuah entitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk  




Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mengawasi dan meminta  keterangan 
tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah  Desa, termasuk 
didalamnya adalah aliran penggunaan Dana Desa.  
Musyawarah Desa yang diselenggarakan BPD menjadi forum resmi untuk 
melakukan  pengawasan berbasis kepentingan Desa. Kebijakan pengawasan 
tahunan, tahun  2016 dan 2017 telah mengamanatkan kepada inspektorat daerah 
untuk  melakukan pengawasan dana desa. Adapun prosedur pengawasan dana 
desa adalah sebagai berikut:   
Tabel  3.1 
Prosedur Pengawasan Dana Desa 















1. Aspek Keuangan 
Dalam 
Penggunaan 
Dana Desa.  





Dana Desa  
3. Aspek 
Kehandalan SPI 












Sumber :  Surat Edaran Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 
700 / 1281 /A.1/IJ Tahun 2016   
 
Dalam prosedur pengawasan dana desa terbagi menjadi 3 tahap yakni  
Tahap pra penyaluran, tahap penyaluran dan penggunaan, dan tahap pasca  




 tahap pra penyaluran terdapat 4 akpek penting yakni :   
1. Kesiapan perangkat desa dan regulasi dalam menerima Dana Desa  
a) Perangkat Pengelolaan Dana Desa  
b) Regulasi dan dokumen terkait Dana Desa.  
c) Kesesuaian perhitungan Dana Desa  
d) Kesesuaian proses penyusunan perencanaan Dana Desa.   
Dalam tahap penyaluran dan penggunaan terdapat juga 3 aspek penting  yakni 
1. Aspek Keuangan Dalam Penggunaan Dana Desa.  
a) Ketepatan waktu penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum 
Daerah ke Rekening Kas Desa  
b)  Kesesuaian pemanfaatan Dana Desa dengan ketentuan perundang-
undangan. 
2. Aspek Pengadaan Barang/Jasa dalam Penggunaan Dana Desa  
3.  Aspek Kehandalan SPI  
Dalam tahap pasca penyaluran terdapat pula 2 aspek penting yakni :  
1. Penatausahaan , Pelaporan dan Pertanggung jawaban Penggunaan Dana 
Desa 
2. Penilaian Manfaat (outcome) Dana Desa bagi Kesejahteraan  Masyarakat  
Secara umum masyarakat juga mempunyai hak untuk melakukan  
pengawasan secara partisipatif terhadap penggunaan dana desa, antara lain  
melakukan pengawasan secara partisipatif terhadap pelaksanaan pembangunan  
Desa dengan cara membandingkan dengan isi Peraturan Desa yang telah  




kegiatan yang menggunakan dana desa. Badan Permuyawaratan  Desa harus 
menjamin hak masyarakat dalam |mengakses informasi  pengggunaan dana desa, 
terutama penggunaan dana desa untuk kegiatan  pelayanan publik dan pelayanan 
sosial dasar di Desa. Jika dipandang perlu, Badan Permusyawaratan Desa 
menyelenggarakan Musdes berdasarkan  Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2 
tahun 2015 dengan melibatkan perwakilan kelompok masyarakat tersebut untuk 
melakukan pengawasan  strategis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
